BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 900/KEP.457-BPKAD /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 900/KEP.203-BPKAD/2022 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI GARUT SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dalam melaksanakan kekuasaan selaku pemegang kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan,
Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Garut
Nomor  900/Kep.203-BPKAD/2022  tentang  Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati Garut Selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa sehubungan ada pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Garut, maka Keputusan Bupati Garut
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau Kembali
dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Garut tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut
Nomor  900/Kep.203-BPKAD/2022 tentang  Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati Garut Selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor B7aT);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

Peraturan Bupati Garut Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 136);

Peraturan Bupati Garut Nomor 233 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 233) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun
2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 233 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 38);

Keputusan Bupati Garut Nomor 812.22/Kep.783-BKD/2022
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Garut;
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR
900/KEP.203-BPKAD /2022 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI GARUT SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Garut Nomor
900/Kep.203-BPKAD /2022 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Garut Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan
Bupati Garut Nomor 900/Kep.203-BPKAD/2022 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Garut Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022,
sepanjang tidak diadakan perubahan, dinyatakan tetap berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 - 8 - 2022

BUPATI GARTUT,

MIEEE S

&

RUDY GUNAWAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR 900/KEP.457-BPKAD /2022
TANGGAL 2 -8 - 2022

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
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Drs. H. ZAT-ZAT MUNAZAT, M.Si
NIP. 19631229 199303 1 005

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

N4

BUPATI GARUT,

MR

A

RUDY GUNAWAN




